ABSTRAK

Dalam penerapannya di masyarakat, keagenan seringkali dipersamakan
dengan distributorship, padahal keduanya mempunyai konsep dan karakter yang
berbeda. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya, sedangkan distributor
bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Perjanjian keagenan belum diatur
secara khusus dalam KUH Perdata maupun KUHD, sehingga dasar hukum yang
mengatur adalah Peraturan Menteri Perdagangan Rl No 22/M-DAG/PER/3/2016
tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui implementasi perjanjian keagenan penjualan LPG 3 Kg antara PT
Pertamina (Persero) dengan PT Sumber Migas Abadi serta penyelesaian sengketa
apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan agen dalam pelaksanaan perjanjian.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan
yuridis empiris bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu melakukan
wawancara dengan Manager Legal Counsel and Compliance dan Staf Retail Fluel
Marketing PT Pertamina (Persero) MOR IV Semarang kemudian dikaji dan
diuraikan secara sistematis berdasarkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian keagenan
penjualan LPG 3 Kg antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Sumber Migas
Abadi di Kota Semarang telah sesuai yaitu merupakan hubungan kerjasama jasa
keagenan, bukan kerjasama jual beli LPG 3 Kg oleh distributor. Dalam isi
perjanjian tidak banyak menjelaskan tentang kewajiban PT Pertamina (Persero)
sebagai prinsipal. Penyelesaian sengketa terdapat dalam perjanjian Pasal 20 tentang
Penyelesaian Perselisihan, yaitu didahului dengan musyawarah dan jika tidak
berhasil maka dapat diselesaikan melalui arbitrase melalui Badan Arbritase
Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

Dalam pembuatan perjanjian keagenan hendaknya dicantumkan pula
mengenai kewajiban dan tanggung jawab PT Pertamina (Persero), agar hak dan
kewajiban antara prinsipal dengan agen dapat lebih seimbang, serta pengawasan PT
Pertamina (Persero) terhadap agen LPG 3 Kg hendaknya lebih diperketat dan
dipertegas tidak harus selalu mengandalkan instansi lain.
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